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Abstrak

Kemaslahatan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan kerap kali
diabaikan dengan hadirnya berbagai kebijakan yang sejatinya tidak pro rakyat. Salah
satunya adalah kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat yang secara tidak
langsung akan memberikan dampak sosial bagi kehidupan masyarakat. Olehnya itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BPJS Kesehatan dan
tendensi dari kenaikan tarif BPJS tersebut terkait dengan kemaslahatan masyarakat.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif yang
mengkaji suatu problematika atau isu-isu sosial secara rinci dan mendalam. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi literatur. Untuk menjamin
keabsahan data penelitian digunakan metode triangulasi sumber data dan teori dalam
analisis data penelitian, lalu kemudian menarik kesimpulan akhir. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kenaikan tarif BPJS memberikan dua dampak terhadap masyarakat
sesuai dengan tinjauan akuntansi sosial, yakni cost and benefit. Kenaikan tarif BPJS
Kesehatan akan menurunkan partisipasi masyarakat terkait dengan pembayaran iuran
yang disebabkan oleh kurangnya manfaat sosial yang mereka terima dari adanya program
BPJS Kesehatan. Akibatnya, masyarakat secara legitimasi akan cenderung untuk tidak
percaya lagi kepada pemerintah karena kebijakan terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan
dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kajian mendalam
perlu dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan ini agar tendensi positif terkait
kemaslahatan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dipenuhi secara maksimal.

Abstract

Public needs about healthness rights has been usually ignored by the regulation that’s
truly not being pro of people. Doubled rate increase of BPJS-Kesehatan is the one that
properly will given a social effort for the people. According to the case, this study aims
to know the tendention of rate increase of BPJS Kesehatan related to public needs. This
article is a qualitative research with interpretive approach that try to study about problem
or social issues with indepth-detail purpose. Literatur study have applied to collate the
data and information. To keep the quality of data, source of data and theory of
triangulation used in this study before make final results. The result show that rate
increased of BPJS Kesehatan has been given a social effort like economic problem
because the increase not following by income growth of peoples. In the other side, this
regulary will broke the public rights if there is noy following by a prime service.
Government have to make a good analysis with social accounting points as the relevance
and reliable policys purpose.
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PENDAHULUAN

Permasalahan dibidang kesehatan kerap kali
timbul dalam suatu Negara yang sedang berkembang.
Negara dan pemerintah dituntut untuk menyediakan
dan meningkatkan kebutuhan masyarakat khususnya
dibidang kesehatan (Syukur, 2018). Perlu adanya
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga
mampu menanggulangi permasalahan kesehatan
yang terjadi di masyarakat (Siswati, 2015; Oesman,
2017; Sutinah dan Simamora, 2018). Kebutuhan
masyarakat terhadap kesehatan yang tidak dapat
terpenuhi akan berdampak pada menurunnya taraf
hidup masyarakat yang berakibat pada terjangkitnya
penyakit dan permasalahan kesehatan lainnya
(Hazfiarini dan Ernawaty, 2016; Nuraini dkk., 2018).
Masalah kesehatan merupakan tanggung jawab
bersama baik pemerintah maupun masyarakat
(Sopyan, 2014). Gangguan kesehatan yang terjadi
pada masyarakat akan berpengaruh terhadap
pembangunan suatu negara dan akan menimbulkan
kerugian di bidang ekonomi. Pemerintah dituntut
untuk mampu menciptakan suatu sistem pelayanan
kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Kesehatan
mempunyai peranan penting dalamhidup masyarakat,
karena kesehatan merupakan aset kesejahteraan
badan, jiwa, dan sosial bagi setiap individu (Itang,
2016). Oleh karena itu pemerintah melalui
regulasinya menghadirkan BPJS yang meski pada
perkembangannya masih jauh dari kata maksimal
(Suryani dan Suharyanto, 2016).

Kondisi pelaksanaan program BPJS makin
runyam dengan hadirnya rencana pemerintah untuk
menaikkan tarif BPJS Kesehatan menjadi dua kali
lipat menuai ragam protes dari berbagai lapisan
masyarakat. Bukan tanpa alasan mengingat
pelayanan kesehatan prima yang ditawarkan oleh
BPJS ini masih jauh dari kata efektif (Dewi, 2016;
Angriani, 2016; Rahman, 2017; Londo dkk., 2018).
Hal ini dibuktikan dalam berbagai kasus yang telah
marak kita lihat diberbagai media. Adanya pelayanan
yang terkesan pilih kasih, sistem pembayaran yang
menurut masyarakat sangat menyusahkan, ditambah
lagi dengan denda yang lumayan signifikan menjadi
beberapa temuan yang membuktikan bahwa tujuan
pemerintah dalam BPJS Kesehatan belum terealisasi
dengan baik (Prakoso, 2016; Pertiwi dan
Nurcahyanto, 2017).

Keresahan masyarakat terkait efektivitas
program BPJS Kesehatan ini merupakan buntut dari
pembayaran iuran yang tidak selaras dengan apa yang
seharusnya mereka terima (Basuki dkk., 2016).
Belum lagi dengan isu kenaikan tarif dua kali lipat
yang dicanangkan pemerintah menjadikan masalah
ini semakin rumit. Hal ini lantas menimbulkan
banyak persepsi negatif dari berbagai kalangan
masyarakat. Tidak sedikit yang menganggap bahwa
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rencana tersebut adalah jawaban dari ketidakmampuan
pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan-
permasalahan keuangan yang terjadi di dalam negeri.

Berbicara mengenai keuangan sendiri, hal ini
dapat saja dikaitkan dengan liabilitas Negara yang
makin meningkat ataupun terkait dengan pendanaan
pemindahan Ibu Kota Negara yang butuh biaya besar.
Terkait dengan hal tersebut, akuntansi sebagai suatu
ilmu terapan tentu punya sudut pandang tersendiri.
Akuntansi dapat memberikan informasi kepada
pemerintah terkait dengan apa yang seharusnya
dilakukan dengan tarif BPJS Kesehatan sebelum
mengambil keputusan untuk menaikkan hal tersebut.
Dalam hal ini akuntansi akan memberikan data
perimbangan sebagai dasar penentuan keputusan.
Fungsi ini adalah esensi sosial dari akuntansi itu
sendiri (Wauran, 2017; Rifandi dan Shofiani, 2019).
Tendensi hadirnya BPJS Kesehatan menjadi bahan
ulasan menarik yang dapat dikaji dengan perspektif
akuntansi sosial. Akuntansi sosial secara umum
merupakan hasil pergeseran akuntansi ke arah disiplin
ilmu multiparadigma yang sangat kompleks. Merujuk
pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
melihat bagaimana akuntansi sosial meninjau tendensi
kenaikan tarif BPJS Kesehatan terkait dengan
kemaslahatan public.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kesesuaian Korten

Mencapai efektivitas program tentunya harus
ada konsep dalam pelaksanaan program tersebut.
Program merupakan salah satu upaya untuk mencapai
tujuan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa
pelaksanaan program perlu adanya pembuatan
prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat
dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Adanya pelaksanaan program yang baik,
maka efektivitas program akan dapat tercapai. Korten
(1998) dalam  konsep  kontrak  sosialnya
menggambarkan model ini berintikan tiga elemen
yang ada dalam pelaksa naan program yaitu program
itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok
sasaran program.

Pertama, kesesuaian antara program dengan
pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa Yyang
ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan
oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Dalam hal ini,
program yang dibuat oleh suatu organisasi harus bisa
memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Kedua, kesesuaian antara
program dengan organisasi pelaksana, yaitu
kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program
dengan kemampuan organisasi pelaksana. Terkait
dengan hal ini adalah bagaimana penyedia program
benar-benar memfasilitasi pelaksana program agar
dapat bekerja maksimal. Ketiga, kesesuaian antara
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kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana,
yaitu Kkesesuaian antara syarat yang diputuskan
organisasi untuk dapat memperoleh output program
dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok
sasaran program. Hal ini berkenaan dengan pelayanan
yang diberikan oleh pelaksana program kepada
masyarakat selaku pemanfaat.

Ketiga elemen yang telah disebutkan harus
senantiasa diberikan atensi agar pengambilan
keputusan yang ada dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. Jika kemudian disinkronkan dengan
bahasan mengenai naiknya tarif BPJS Kesehatan,
maka ketiga elemen ini harus menjadi pertimbangan.
Harus ada relevansi antara pemerintah selaku
penyedia program, rumah sakit/puskesman selaku
pelaksana program, dan masyarakat selaku subjek
pengguna program agar efektivitas program dapat
dicapai. Level efektivitas harus senantiasa dikaji
mengingat banyak kasus yang telah terjadi dan masih
banyak keluh-kesah masyarakat terkait dengan
program BPJS Kesehatan itu sendiri. Dalam hal ini,
harus ada pembenahan nyata ini agar kenaikan tarif
yang telah ditetapkan linear dengan kebutuhan dan
keinginan masyarakat terkait dengan pelayanan
kesehatan.

Legitimacy Theory

Teori legitimasi berasal dari konsep
legitimasi organisasi yang dikemukakan oleh Dowing
dan Peffer pada tahun 1975. Legitimasi digambarkan
sebagai sebuah kesesuaian tindakan instansi dengan
keinginan masyarakat. Pengertian lain didefeniskan
oleh Suchman pada tahun 1995 sebagai suatu
keharusan bagi instansi untuk berkegiatan atau
berkebijakan sesuai dengan norma-norma yang
berlaku dimasyarakat. Dengan kata lain, segala
bentuk sesuatu yang dilakukan oleh instansi harus
bisa diterima oleh pihak luar (masyarakat) agar
instansi dinilai baik keberadaan bagi lingkungan
tersebut.

Teori legitimasi menekankan agar organisasi
senantiasa memperhatikan dengan sangat rinci segala
jenis tindakan maupun kebijakannya agar senantiasa
sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku
dimasyarakat. Keharusan merupakan sebuah hal
mutlak demi menjaga eksistensi organisasi dalam
sebuah lingkungan, terutama jika hal ini disinkronkan
ke dalam pemerintahan yang pada dasarnya
beorientasi sosial dalam peranannya sebagai pelayan
masyarakat. Hanifah  (2015) menggambarkan
legitimasi sebagai sebuah kontrak sosial antara
masyarakat dengan instansi, baik itu secara tersirat
maupun tertulis. Terkait dengan kebijakan naiknya
tariff BPJS sendiri, dalam hal ini pemerintah
diharapkan mampu mendapatkan legitimasi dari
masyarakat melalui  pertimbangan-pertimbangan
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rasional dan strategis. Hal ini dimaksudkan agar
kebijakan yang pemerintah keluarkan dapat sejalan
dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat secara luas,
apalagi BPJS Kesehatan ini merupakan program yang
menjadikan masyarakat peserta yang harus dijamin
hak-haknya secara maksimal.

Teori legitimasi ini dipilih karena memiliki
relevansi yang nyata terkait dengan kebijakan
pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat.
Bukti konkrit yang dapat kita lihat dari defenisi teori
legitimasi ini adalah kerasnya gelombang protes
menyoal kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini. Bukti
tersebut menggambarkan secara nyata bahwa
masyarakat pemilik legitimasi tertinggi dalam sebuah
Negara, khususnya Indonesia yang kental dengan
trilogi demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.

Social Accounting

Ramanathan (1976) dalam konsep kontrak
sosialnya mengartikan akuntansi sosial sebagai sebuah
alat evaluasi kinerja sosial suatu organisasi dalam
sebuah lingkungan. Menurut Gray et. al. (1987:9)
akuntansi sosial adalah proses mengkomunikasikan
dampak sosial dan lingkungan dari tindakan organisasi
terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Crowther
(2000:20) mendefenisikan akuntansi sosial sebagai
suatu pendekatan untuk mengidentifikasikan perilaku
sosial yang relevan dengan eksistensi suatu organisasi
dalam sebuah lingkungan. Merujuk kepada tiga
defenisi yang sebelumnya, konsep akuntansi sosial
dapat dimaknai sebagai penataan, pengukuran, dan
analisis terhadap konsekuensi-konsekuensi sosial yang
ada dalam suatu kegiatan organisasi, baik itu
pemerintah ataupun bisnis. Hal ini dimaksudkan agar
kiranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah
instansi dapat memberikan effort positif bagi
masyarakat.

Akuntansi sosial sejatinya bukan merupakan
konsep yang baku, namun keberadaannya merupakan
suatu bentuk reaksi atas tendensi yang dimiliki oleh
instansi. Integrasi akuntansi sosial sendiri lahir dari
sektor privat yang hanya mengedepankan aktivitas
ekonomi dan kini telah merambah ke dalam lingkup
pemerintahan. Perkembangan ini merupakan jawaban
dari keluh-kesah masyarakat terkait dengan pelayanan
publik itu sendiri. Tujuan utama dari akuntansi sosial
sendiri adalah menghadirkan bahan evaluasi bagi
instansi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mereka
lakukan. Amalia (2018) dalam penelitiannya sosialnya
telah menguraikan tujuan akuntansi sosial ke dalam
tiga bahasan, yaitu mengidentifikasikan dan mengukur
kontribusi sosial instansi, membantu menentukan
apakah strategi yang digunakan oleh instansi adalah
konsisten dengan prioritas sosial, dan optimalisasi
terkait distribusi informasi yang relevean tentang
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tujuan, kebijakan, program, strategi, dan kontribusi
sosial perusahaan.

Selanjutnya terkait dengan pengukuran dan
pengungkapan dalam akuntansi sosial itu sendiri, ada
beberapa argumen yang dapat menjelaskannya.
Pertama, terkait dengan kontrak sosial di mana
organisasi harus betindak sesuai dengan konsep
kesejahteraan sosial demi mendapatkan legitimasi
masyarakat. Kedua, terkait dengan konsep keadilan
sebagaimana yang dibahas oleh Raws (1978) dalam
bukunya yang berjudul A Theory of Justice dan
Gerwith (1981) dalam bukunya Reason and Morality
menekankan kejujuran sebagai pondasi utama
akuntansi sosial. Ketiga, terkait dengan kebutuhan
masyarakat di mana organisasi harus paham terkait
apa yang menjadi kebutuhan utama lingkungan

tempatnya  bereksistensi.  Dengan  demikian,
kehadiran akuntansi sosial diharapkan mampu
memberikan dampak yang signifikan dalam

mengembangkan tendensi kegiatan instansi yang
memihak kepada publik secara maksimal dan
bertanggung jawab. Tendensi yang dimaksud adalah
sesuai dengan bunyi sila kelima pancasila, keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan Badan
Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh
pemerintah  untuk menyelenggarakan jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,
Anggota TNI/POLRI, Penerima Pensiun PNS dan
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta
keluarganya dan Badan Usaha lainnya (BPJS
Kesehatan, 2016). Namun, peruntukan tersebut
dianggap diskriminatif karena dikhususkan untuk
kalangan tertentu. Oleh karena itu, BPJS yang
awalnya bernama ASKES (Asuransi Kesehatan) ini
kemudian mengalami banyak perubahan.

Tahun 2011 Terkait UU Nomor 40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di tahun
2011, PT Askes (Persero) resmi ditunjuk menjadi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
meng-cover jaminan kesehatan seluruh rakyat
Indonesia yang tertuang dalam UU BPJS Nomor 24
tahun 2011. Kemudian Tahun 2014 Mulai tanggal 1
Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah
nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan
Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS.
Perubahan ini dimaksudkan agar program layanan
kesehatan ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat. Demi mencapai tujuan itu, BPJS
Kesehatan memiliki visi yaitu “cakupan semesta
2019”. Paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh
penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan
nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan
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oleh BPJS. Untuk mensukseskan visi tersebut, BPJS

Kesehatan memiliki misi membangun kemitraan

strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong

partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misi tersebut

kemudian dibagi ke dalam lima bagian sebagai berikut:

1. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan
pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan
bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang
optimal dengan fasilitas kesehatan.

2. Mengoptimalkan pengelolaan dana program
jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara
efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk
mendukung kesinambungan program.

3. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif
berlandaskan  prinsip-prinsip  tata  kelola
organisasi yang baik dan meningkatkan
kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja
unggul.

4. Mengimplementasikan dan mengembangkan
sistem perencanaan dan evaluasi, kajian,
manajemen mutu dan manajemen risiko atas
seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan.

5. Mengembangkan dan memantapkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk mendukung
operasionalisasi BPJS Kesehatan.

BPJS-Kesehatan sebagai lembaga non-
kementerian memiliki landasan hukum yang kuat demi
menguatkan pencapaian tujuannya. Landasan hukum

tersebut sebagai adalah Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden

RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam landasan hukum tersebut berisi berbagai aturan

mengenai BPJS Kesehatan seperti hak, kewajiban,

fungsi, dan tugas BPJS Kesehatan. Dalam undang-
undang nomor 24 Tahun 2011 Bab IV Bagian Keempat

di jelaskan mengenai hak dan kewajiban BPJS, yakni:

1. Hak
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk:

a) Memperoleh dana operasional  untuk
penyelenggaraan program yang bersumber
dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

2. Kewajiban
a) Memberikan nomor identitas tunggal kepada

Peserta;

b) Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial
dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya
kepentingan Peserta;
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¢) Memberikan informasi melalui media
massa cetak dan elektronik mengenai
Kinerja,

d) Memberikan informasi melalui media
massa cetak dan elektronik mengenai
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan
dan hasil pengembangannya;

e) Memberikan Manfaat kepada seluruh
Peserta sesuai dengan Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

f) Memberikan informasi kepada Peserta
mengenai hak dan kewajiban untuk
mengikuti ketentuan yang berlaku;

g) Memberikan informasi kepada Peserta
mengenai prosedur untuk mendapatkan hak
dan memenuhi kewajibannya;

h) Memberikan informasi kepada Peserta
mengenai saldo jaminan hari tua dan
pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun;

i) Memberikan informasi kepada Peserta
mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun;

J)  Membentuk cadangan teknis sesuai dengan
standar praktik aktuaria yang lazim berlaku
umum;

k) Melakukan pembukuan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku dalam
penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

1) Melaporkan pelaksanaan setiap program,
termasuk kondisi keuangan, secara berkala
6 (enam) bulan sekali kepada Presiden
dengan tembusan kepada DJSN.

Undang-Undang BPJS  juga  telah
menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Jaminan  Kesehatan ~ menurut UU  SJSN
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi  kebutuhan dasar kesehatan. Dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas
BPJS bertugas melakukan dan/atau menerima
pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan
iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima
bantuan iuran dari Pemerintah, mengelola Dana
Jaminan  Sosial untuk kepentingan  peserta,
mengumpulkan dan mengelola data peserta program
jaminan sosial, memmbayarkan manfaat dan/atau
membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan program jaminan sosial, dan memberikan
informasi  mengenai  penyelenggaraan program
jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif dengan interpretif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang mengkaji sebuah objek secara
mendalam demi mendapatkan informasi dan data-data
yang terperinci (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif
digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
(Bungin, 2003:41), sedangkan pendekatan interpretif
merupakan pendekatan yang bertujuan untuk
mengetahui makna yang tersembunyi, memahami
interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan
kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan
(Atmadja, 2013; Azmi dkk., 2018). Penelitian
kualitatif-interpretif ini dipilih karena sesuai dengan
tema penelitian mengenai tendensi kemaslahatan
publik terkait dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Penelitian ini  mengumpulkan data-data
penelitian dengan metode studi literature. Studi
literatur sendiri merupakan metode penelitian yang
berusahan mensistesa berbagai hasil penelitian
sebelumnya untuk kemudian dikaji dan dijadikan
sebagai bahan pembuatan hasil dan kesimpulan
penelitian. Untuk menjamin keabsahan data penelitian
digunakan triangulasi sumber data dan teori (Afiyanti,
2008). Untuk analisis data sendiri dilakukan dalam tiga
tahap yaitu dengan pengumpulan literatur penelitian,
tranksrip data, dan penyimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan
Program BPJS Kesehatan sejatinya merupakan
realisasi niat baik pemerintah dalam mengupayakan
hak-hak kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Namun, hal ini bukannya tanpa celah. Adanya berbagai
masalah ataupun kekurangan yang ditemukan dalam
pelaksanaan program BPJS Kesehatan membuat niat
baik pemerintah terkait pemenuhan hak-hak kesehatan
masyarakat belum bisa terealisasi secara maksimal
(Rarasati, 2017). Terkait hal tersebut, Sari (2015)
dalam penelitiannya menyebutkan setidaknya ada tiga
faktor yang mempengaruhi efektivitas program BPJS
Kesehatan yaitu kurangnya tenaga medis, kurangnya
fasilitas kerja, dan kejelasan obat yang ditanggung oleh
BPJS Kesehatan. Abidin (2016) dan Novrialdi (2017)
dalam penelitiannya juga mengungkapkan dua faktor
yang masih harus dibenahi dari program BPJS ini, yaitu
ketepatwaktuan pelayanan dan akurasi pelayanan yang
diberikan. Widada dkk. (2017) dalam penelitiannya
terkait dengan peran BPJS dan implikasinya terhadap
ketahanan masyarakat juga beberapa faktor yang
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mempengaruhi tidak efektifnya program BPJS. Faktor
tesebut berupa kurangnya alat laboratorium dan tidak
digunakannya alat hemodialisa (cuci darah). Hal ini
mengakibatkan  pelayanan kepada masyarakat
menjadi tidak maksimal dan berpengaruh terhadap
persepsi masyarakat terhadap program BPJS itu
sendiri. Kelengkapan alat dan fasilitas tentu akan
mempengaruhi efektivitas program, sebagaimana
penelitian Marhenta dkk. (2018) menyimpulkan
bahwa kualitas pelayanan dengan salah satu
indikatornya adalah kelengkapan alat dan fasilitas
kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap
kepuasan pasien. Pertiwi dan Nurcahyanto (2016)
serta Kusuma dan Farid (2016) dalam penelitannya
juga mengemukakan beberapa faktor lain yang
mempengaruhi efektivitas program BPJS Kesehatan
seperti sosialisasi program, pelayanan, dan iuran/tarif
yang harus dibayarkan. Pertiwi (2016) serta Listiana
dan Rustiyana (2016) dalam penelitiannya
menemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan
terkait pelayanan antara pasien BPJS dan pasien
umum. Temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa
pasien BPJS cenderung tidak dilayani dengan
maksimal dibanding dengan pasien umum. Berbagai
temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas program BPJS Kesehatan ini tentunya
harus dikaji oleh pemerintah agar kiranya tujuan dari
program ini dapat dicapai secara maksimal.

Menyikapi berbagai temuan terkait dengan
kekurangan dan masalah yang ada dalam pelaksanaan
program BPJS Kesehatan yang telah disebutkan,
Korten  (1976) dalam  penelitiannya telah
menggambarkan tiga elemen yang harus diperhatikan
dalam sebuah program. Ketiga elemen tersebut adalah
kesesuaian antara penyedia program dengan
pemanfaat, kesesuaian antara penyedia program
dengan pelaksana program, dan kesesuaian program
dengan pemanfaat. Ketiga elemen ini belum
sepenuhnya diperhatikan, terbukti dengan adanya
ketidaksesuaian antara pemerintah selaku penyedia
program, rumah sakit/puskesmas sebagai penyedia
jasa layanan, dan masyarakat sebagai peserta. Hal ini
sesuai dengan temuan penelitian Bey dan Dewi (2018)
yang mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan tidak
memberikan dana dan bantuan yang cukup kepada
penyedia jasa layanan kesehatan sehingga yang
menerima imbasnya adalah masyarakat.

Evaluasi menjadi hal penting yang harus
dilakukan pemerintah terkait dengan efektivitas
program BPJS Kesehatan ini, apalagi tarif BPJS
Kesehatan akan dinaikkan menjadi dua kali lipat.
Kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini harus
mempertimbangkan semua sisi termasuk kekurangan-
kekurangan, permasalahan serta dampak yang akan
ditimbulkan bagi masyarakat. Urgensi ini sesuai
dengan pernyataan Mardiasmo yang dikutip dari
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laman katadata.co.id per tanggal 8 September 2019,
“luran Jaminan Kesehatan Nasional naik, layanan
kesehatan juga harus lebih baik.” Apa yang dikatakan
oleh Mardiasmo tersebut selaras dengan teori
legitimasi yang menempatkan kepentingan masyarakat
di atas segala-galanya (Arifin dkk., 2012). Teori
legitimasi menjelaskan bahwa jika pemerintah ingin
dinilai sukses, maka perlu ada relevansi antara niat baik
dan tindakan vyang dilakukan agar tendensi
kemaslahatan publik dapat dicapai sesuai dengan bunyi
sila kedua pancasila; kemanusiaan yang adil dan
beradab.

Tendensi Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan bagi
Masyarakat

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan hadir untuk memberikan jaminan sosial
secara nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat
berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan.
BPJS Kesehatan merupakan sebuah lembaga yang
menyediakan pelayanan asuransi kesehatan dengan
menggunakan sistem premi asuransi (Kurnia dan
Nurwahyuni, 2015; Oktoriani dkk,, 2018). Sistem
premi asuransi mewajibkan setiap pesertanya untuk
membayarkan iuran sesuai dengan kelas yang dipilih.
Terkait dengan iuran atau tarif BPJS Kesehatan itu
sendiri, pemerintah telah beberapa kali melakukan
perubahan yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perubahan Tarif BPJS Kesehatan

Peraturan Peraturan Peraturan
Presiden Presiden Presiden
Nomor 13 Nomor 19 Nomor 28
Tahun 2013 Tahun 2016 Tahun 2016
Kelas I: Rp Kelas I: Rp Kelas I: Rp
59.500 80.000 80.000

Kelas 1I: Rp Kelas II: Rp Kelas II: Rp
42.500 51.000 51.000

Kelas 1lI: Rp Kelas Ill: Rp Kelas Ill: Rp
25.500 30.000 25.500

Sumber: BPJS Kesehatan 2018 (diolah)

Berdasarkan BPJS Kesehatan tersebut, kita
dapat mengetahui bahwa tarif BPJS Kesehatan telah
dua kali mengalami kenaikan Kenaikan tersebut
masing-masing sebesar 34,4% untuk tarif Kelas I, 20%
untuk tarif Kelas Il, dan 17,6% untuk Kelas IlI.
Kebijakan kenaikan tarif pada tahun 2016 tersebut,
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2016, dimaksudkan untuk menutupi defisit keuangan
BPJS. Khusus untuk penurunan tarif BPJS Kesehatan
kelas Il berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2016, keputusan ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa tarif sebesar Rp 25.500 telah
dapat menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Pada tahun 2020, pemerintah akan kembali menaikkan
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tarif BPJS Kesehatan meskipun DPR telah menolak
sebagian besar usulan pemerintah terkait hal ini.
Kepastian kenaikan tarif ini dijelaskan oleh Kepala
Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagaimana dikutip
dari katadata.co.id per 4 september 2019. Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan telah mengusulkan
kenaikan tarif BPJS Kelas | sebesar 100% dari Rp
80.000 menjadi Rp 160.000, Kelas Il sebesar 100%
dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan Kelas Il
sebesar 65% dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.
Alasan dibalik kebijakan ini masih sama dengan
persoalan sebelumnya, yakni untuk mengatasi
masalah keuangan BPJS Kesehatan yang tiap tahun
mengalami defisit.

Kebijakan terkait naiknya tarif BPJS
Kesehatan ini telah dikaji oleh Kementerian
Keuangan. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri
Mulyani telah menjelaskan empat faktor yang
membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit
keuangan tiap tahunnya. Keempat faktor tersebut
adalah tarif yang memang masing rendah karena tidak
sesuai kajian aktuaria, peserta BPJS yang indisipliner,
rendahnya tingkat keaktifan peserta dalam membayar
iuran, dan beban pembiayaan penyakit katastropik
(penyakit berat) yang ditanggung BPJS Kesehatan
sangat besar. Merujuk kepada apa yang telah
disampaikan olen Menteri Keuangan tersebut,
kebijakan kenaikan tarif ini menjadi kedengaran
logis, namun pada hakikatnya akan semakin menekan
masyarakat selaku peserta BPJS Kesehatan dari segi
biaya. Kita dapat memperhatikan faktor kedua dan
ketiga yang telah disebutkan oleh Menteri Keuangan,
di mana indisipliner yang dimaksud adalah banyak
masyarakat yang baru mendaftar saat sakit dan
setelah itu tidak aktif lagi (tidak membayar iuran).
Kenyataan tersebut menjadi sebuah sinyal bahwa
dengan besaran tarif yang berlaku saat ini saja masih
banyak masyarakat yang tidak aktif, apalagi jika
tarifnya kembali dinaikkan. Hal ini sesuai dengan
penelitian Basuki dkk. (2016) dan Simanjuntak dan
Darmawan (2016) menemukan bahwa perubahan
kebijakan, termasuk perubahan tarif ini juga sangat
berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk
kemudian menjadi peserta atau berpartisipasi dalam
program kesehatan ini. Pada dasarnya, kenaikan tarif
BPJS  Kesehatan ini  dimaksudkan  untuk
meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Direktur
Jenderal  Anggaran  Kementerian  Keuangan,
Askolani, sebagaimana dikutip dari kata data.co.id
per tanggal 10 september 2019, mengungkapkan
bahwa subsidi kesehatan juga akan naik nyaris dua
kali lipat. Sebuah pernyataan yang sejatinya ditujukan
untuk meyakinkan masyarakat bahwa kenaikan tarif
BPJS Kesehatan benar-benar diperuntukkan untuk
kemaslahatan.
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Tendensi yang hadir seiring dengan kebijakan
pemerintah untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan
dapat dilihat dari dua sisi berdasarkan tinjauan konsep
akuntansi sosial, yaitu sisi biaya dan manfaat sosial.
Pertama, terkait dengan biaya. Kenaikan tarif BPJS

Kesehatan akan  mempengaruhi  kemampuan
membayar masyarakat sebab pendapatan masyarakat
memiliki kecenderungan kenaikan yang tidak

signifikan (Tampi dkk., 2016). Partisipasi masyarakat
dalam membayar iuran akan semakin menurun dengan
adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini. Hal ini akan
tetap menempatkan posisi keuangan BPJS Kesehatan
berada dalam posisi defisit (Almari dkk., 2015).
Kedua, terkait dengan manfaat sosial. Masyarakat
tentu menyadari bahwa manfaat sosial berupa
pelayanan kesehatan yang mereka terima masih jauh
dari kata maksimal. Hal ini otomatis akan menurunkan
minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program
BPJS Kesehatan. Tinjauan cost and benefit akuntansi
sosial ini menyimpulkan bahwa dampak yang
ditimbulkan dengan adanya kenaikan tarif ini adalah
semakin berkurangnya minat masyarakat untuk
berperan aktif dalam mensukseskan program BPJS
Kesehatan ini). (Pratiwi dan Ramadlan, 2016).
Dampak ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan
dalam teori legitimasi bahwa ketika kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa
yang dinginkan dan dibutuhkan masyarakat, maka
pemerintah akan kehilangan legitimasi (penghargaan)
di mata masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan untuk
mempertahankan tarif tetap seperti saat ini dengan
menekankan pada perbaikan layanan kesehatan
dianggap lebih relevan demi meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. Urgensi
ini sesuai dengan pernyataan Mardiasmo yang dikutip
dari laman katadata.co.id per tanggal 8 September
2019, “luran Jaminan Kesehatan Nasional naik,
layanan kesehatan juga harus lebih baik.” Pernyataan
ini cukup beralasan mengingat telah banyak temuan
terkait dengan tidak maksimalnya pelayanan yang
diterima oleh masyarakat selaku peserta BPJS
Kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan
lebih cermat lagi dalam menentukan kebijakan dengan
memperhatikan berbagai aspek dan dampak-dampak
yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Hal ini dalam
rangka mencapai tendensi positif dari tujuan
kemaslahatan yang terkandung dalam tujuan BJPS
Kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan
tarif BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat harus dikaji
ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial yang
akan ditimbulkan bagi masyarakat. Hal ini
dikarenakan masyakat merupakan peserta yang akan
menanggung beban iuran yang tinggi di mana hal ini

50



JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)
Volume 6 Nomor 1, Juni 2020 (PP. 44-53)

tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan
masyarakat secara signifikan. Pelayanan yang masih
kurang terhadap masyarakat juga perlu ditingkatkan
dan dipertegas mengingat telah banyak kasus yang
terjadi di mana program ini terkesan pilih kasih dan
tidak profesional. Akuntansi sosial telah memberikan
tinjauan dalam konsep social cost and benefit yang
dapat menjadi solusi dalam menyajikan informasi-
informasi yang pemerintah butuhkan sebagai bahan
pertimbangan yang berkualitas terkait dengan
penentuan kenaikan tarif ini sesuai dengan teori
kesesuaian Korten dan teori legitimasi.

Kenaikan tarif ini membutuhkana banyak
pertimbangan yang sesuai, maka dari itu saran
peneliti adalah bagaimana pemerintah harus
melibatkan berbagai elemen untuk membahas ini,
terutama  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat
diharapkan mampu membuka fikiran para pemangku
kepentingan agar mau berfikir dinamis dan strategis.
Pun demikian dengan civitas akademika dan para
penyedia jasa layanan BPJS agar bisa bersinergi aktif
dalam membantu pemerintah dalam menghadirkan
kebijakan yang pro-rakyat. Pengawalan terhadap
kebijakan ini juga harus terus dilakukan karena terkait
dengan kepentingan masyarakat secara luas.
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